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Abstrak: Tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia mengingat begitu banyak kegunaan dan 

manfaat yang dihadirkannya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Dalam penulisan artikel ini akan dipaparkan 

mengenai bagaimana konsep kepemilikan hak atas tanah apabila ditinjau melalui perspektif hukum adat dan hukum 

Islam di Indonesia. Kajian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana konsep kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Isi dari segala 

peraturan mengenai kepemilikan tanah dari kedua hukum tersebut pasti memiliki dasar atau sumber yang menghasilkan 

terciptanya aturan hukum tersebut dengan segala ketentuan dan sanksi yang mengikat. Hasil dari penelitian ini untuk 

menjelaskan konsep kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, yang meliputi hak 

ulayat dalam hukum adat serta prinsip bahwa tanah adalah milik Allah SWT dan manusia memiliki tanggung jawab 

untuk mengelolanya dengan baik menurut hukum Islam.  

Katakunci: Tanah, Kepemilikan, Hukum Adat, Hukum Islam. 

Abstract: Land is a crucial aspect of human life, given its numerous uses and benefits 

that sustain human existence. This article aims to elucidate the concept of land ownership 

from the perspectives of customary law and Islamic law in Indonesia. Employing a 

normative legal research method, this study seeks to understand the concept of land 

ownership based on customary and Islamic law in Indonesia. The regulations governing 

land ownership under both legal systems are rooted in specific sources, resulting in the 

creation of binding rules and sanctions. The findings of this research aim to explain the 

concept of land ownership according to customary and Islamic law in Indonesia, 

encompassing customary rights in customary law and the principle that land belongs to 

Allah SWT, with humans entrusted to manage it responsibly according to Islamic law.  

Keywords: Soil, Ownership, Customary Law, Islamic Law. 

Pendahuluan 

Tanah menjadi tempat dan sumber kehidupan bagi 

manusia dan hampir seluruh makhluk hidup karena segala 

sesuatu yang menjadi bagian sebagai penunjang kehidupan manusia terdapat di atas tanah, 

termasuk tanah sebagai tempat tinggal dan sumber penghasilan. Tak hanya sebagai 

penghasil sumber daya alam, tanah juga dapat menjadi aset berharga yang dapat menjadi 

harta bagi seseorang (Ismi, 2012). Maka dari itu konsep kepemilikan tanah telah ada sejak 

dahulu sebagai bentuk berharganya tanah serta sebagai upaya menghindari konflik yang 

ditimbulkan akibat adanya sengketa atas kepemilikan tanah. 

Melihat keberagaman di Indonesia, bukan tak mungkin terdapat pula beragam 

peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan tanah. Seperti halnya sebelum 
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terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960, terdapat hal-hal 

yang mendasari terbentuknya undang-undang tersebut seperti kebijakan politik oleh VOC, 

pemberlakuan tanah partikelir, pemberlakuan pajak tanah (landrent), serta tanam paksa 

(cultuurstelsel) yang diberlakukan pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda sebelum 

diberlakukannya hukum agraria nasional (Firmansyah, 2015). 

Selain dari pemberlakuan peraturan tersebut, terdapat pula konsepsi kepemilikan 

hak atas tanah didasarkan pada hukum Islam yang telah menjadi hukum positif Indonesia 

setelah Indonesia merdeka didasarkan pada pasal 29 UUD Tahun 1945, pasal I dan II aturan 

peralihan UUD 1945, dan sila pertama Pancasila (Sari, 2020). Hukum Islam sendiri 

bersumber dari Al-Qur’an, hadist, ijma’, serta qiyas. Islam memandang tanah sebagai suatu 

rezeki yang dihadirkan oleh Allah ke bumi agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 

manusia, yang mana disebutkan pula dalam Al-Qur’an tanah merupakan mustaqar, yaitu 

tempat di mana manusia menetap dan bertempat tinggal selama di dunia. Tak hanya itu, 

tanah juga disebut sebagai asal dari terciptanya manusia serta tempat kembalinya manusia 

setelah kematian dalam hal ini yaitu pemakaman (Putra, 2018). Oleh karena itu konsep 

kepemilikan tanah diatur dalam hukum Islam berdasarkan kaidah, norma, dan syariah 

Islam untuk mengatur dan menghindari terjadinya konflik karena manfaat tanah yang 

begitu banyak yang tentu tak luput dari sengketa atas kepemilikan tanah tersebut. 

Konsep kepemilikan tanah pun dapat dijumpai dan telah diterapkan oleh 

masyarakat adat yang mengikuti hukum adat mengingat sejarah Nusantara yang 

menjelaskan bahwa Indonesia dahulu terdiri atas pulau-pulau dan banyak kerajaan dengan 

segala tradisi dan kepercayaannya sehingga menghasilkan terbentuknya hukum adat 

disertai segala peraturan dan sanksi mengikat yang hingga saat ini masih digunakan oleh 

masyarakat hukum adat (Malaka, 2018). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, dapat dipahami bahwa 

konsep kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia 

memiliki nilai krusial karena mengatur seputar kepemilikan tanah yang mana akan 

mempengaruhi kehidupan individu atau suatu kelompok. 

Metode 

Kajian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan dan analisis 

peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dan melalui penelitian pustaka 

yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, pendapat para ahli, maupun teori atau konsep 

sebagai sumber sekunder 

Hasil dan Pembahasan 

1. Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat 

Tanah dalam hukum adat didasarkan pada hak dari suatu masyarakat adat 

atau disebut juga dengan hak ulayat (Istiqamah, n.d.). Pengertian dari hak ulayat 

sendiri adalah dimana suatu masyarakat adat diberikan wewenang atas suatu 

wilayah adat yang mana mereka diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari 

sumber daya alam di area tersebut yang turun-temurun demi keberlangsungan 

hidup mereka.   
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Berlakunya hak ulayat tersebut bisa ke dalam dan ke luar. Maksud dari 

berlaku ke dalam dimana anggota dari masyarakat adat berhak untuk melakukan 

segala aktivitas di atas tanah tersebut secara bersama-sama seperti untuk sandang, 

pangan dan papan (Nurhayati, 2017). Sedangkan maksud dari ke luar yaitu orang 

orang yang tidak termasuk ke dalam anggota dilarang untuk mengambil manfaat di 

atas suatu tanah ulayat. Hal tersebut kecuali orang luar masyarakat adat tersebut 

telah mendapatkan izin dari warga adat dengan terpenuhinya beberapa persyaratan. 

Namun, pada prinsipnya orang asing di luar masyarakat adat tidak diperkenankan 

untuk ikut andil terkait penguasaan tanah suatu wilayah adat. 

 Menurut UUPA subjek dari hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat yang 

terikat oleh suatu hukum adat dalam suatu wilayah (Kristiani, 2020). Sedangkan 

objek dari hak ulayat yaitu suatu kawasan tanah beserta seluruh kekayaan sumber 

daya alam yang terkandung milik sebuah masyarakat adat yang belum dimiliki oleh 

individu.    

Hal-hal yang terkait dengan tanah sebagai objek hak ulayat mencakup: 

a. Kawasan daratan (tanah); 

b. Kawasan perairan; 

c. Tanaman liar yang tumbuh di atas wilayah tersebut; 

d. Satwa/hewan yang hidup secara bebas di alam tersebut. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menganggap hak ulayat masih 

berlaku jika: 

a. Suatu masyarakat adat mengimplementasikan semua ketentuan mereka 

dalam kegiatan sehari-hari; 

b. Adanya sebuah tanah ulayat yang menjadi tempat hidup dan tempat untuk 

memenuhi kebutuhannya; 

c. Adanya hukum adat mengenai pertanahan ulayat yang dianut dan dipatuhi 

semua masyarakat adat di wilayah tersebut 

Hukum nasional tentu saja mengakui keberadaan hak ulayat tersebut sejauh 

tidak bertolak belakang dengan segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia (Meinzen-Dick, 2019). Namun, ketentuan tersebut dianggap 

sebagai pembatasan yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan antara 

pemerintah dan anggota masyarakat adat. Keberadaan masyarakat tidak 

sepenuhnya benar-benar dilindungi pemerintah karena setiap konflik adat yang 

terjadi hingga sampai ke muka pengadilan, tentu saja penyelesaiannya akan 

menggunakan hukum nasional yang berlaku di Indonesia (Chari, 2021). Kepemilikan 

tanah menurut hukum adat dapat diklaim berdasarkan dikuasainya fisik tanah 

sebuah tanah atau disebut juga Ipso-facto.    

UUPA secara resmi akan mengakui adanya hak ulayat secara bersyarat: 

a. Syarat keberadaan: tanah ulayat akan diakui selama tanah itu keberadaannya 

memang masih ada (Kan, 2021). Jika suatu saat tanah tersebut berubah 

kepemilikan menjadi hak milik seorang individu, maka tanah milik 

masyarakat ulayat tersebut dianggap sudah tidak ada lagi. 
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b. Syarat pelaksanaan: hak ulayat diperbolehkan tetap eksis, namun tetap harus 

sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia dalam implementasinya.  

Individu yang memiliki hak suatu tanah ulayat, tidak diperkenankan untuk 

membengkalaikan tanah tersebut karena dianggap masyarakat adat akan dirugikan 

atas tindakannya serta tanah tersebut akan otomatis beralih menjadi hak ulayat 

bukan hak perseorangan lagi (Boone, 2019). 

2. Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam 

Tanah yang yang ada di bumi dan segala sesuatu di bumi ini merupakan milik 

Allah SWT karena Allah SWT pemilik mutlak atas semua kekayaan di alam semesta, 

manusia diberikan hak untuk memanfaatkan tanah sebaik-baiknya tanpa merugikan 

kepentingan masyarakat banyak dan kuasa untuk mengelolanya berdasarkan 

hukum-hukum-Nya (Lu, 2019). Mengatur pertanahan menggunakan hukum selain 

hukum Allah diharamkan oleh Allah sebagai pemilik mutlak.  Subjek hak menurut 

hukum Islam yaitu warga negara muslim baik laki-laki ataupun perempuan. 

Diadakannya kepemilikan hak atas tanah untuk mengatur dan menghindari 

terjadinya konflik atas tanah serta untuk memberi kepastian hukum atas tanah 

tersebut (Cai, 2020). Konsep kepemilikan atas tanah berdasar perspektif Hukum 

Islam tidaklah bersifat mutlak, seseorang harus menjalankan fungsi-fungsi atas 

tanahnya dengan tunduk pada batasan resmi yang dibuat oleh pemerintah dalam 

bentuk Undang-undang didasarkan pada asas kepentingan umum. 

Kepemilikan tanah dalam Islam bergantung apakah tanah tersebut dimiliki 

oleh seseorang (individu) atau dimiliki negara di bangunan tempat tinggal 

seseorang. Berdasarkan Hukum Islam, Negara Islam dapat mengambil alih 

kepemilikan tanah yang dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Kepemilikan pribadi, terdapat pada setiap individu untuk memanfaatkannya 

sebaik-baiknya. 

b. Kepemilikan publik atau umum yaitu hak diberi untuk digunakan oleh 

masyarakat secara bersama-sama untuk memanfaatkan tanah yang tersedia 

(Akaateba, 2019). Bukan tanah pribadi melainkan tanah yang dikelola oleh 

negara untuk digunakan dalam hal tertentu dan sumber daya yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat.  

c. Kepemilikan negara, hak pemanfaatan berada dalam kendali negara apabila 

tanah tidak memiliki ahli waris, tanah dari rampasan perang dan tanah yang 

dimiliki oleh negara (Sulle, 2020). Tanah ini digunakan untuk kebutuhan dan 

kepentingan negara.  

Menurut Islam negara dapat bertindak apabila seseorang pemilik tanah tidak 

memanfaatkan tanahnya sebaik mungkin, dan pemilik tersebut tidak lagi memiliki 

hak atas tanahnya sehingga negara dapat memberi tanah kepada pihak yang dapat 

mengelola (Yan, 2021).  Dalam Islam kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan cara 

bekerja, hadiah, warisan, hibah dan membuka lahan baru atau ihya’ al-mawat. Dalam 

membuka lahan baru menurut hukum Islam hanya hak untuk memanfaatkan bukan 
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hak memiliki lahan tersebut (Shi, 2020). Dengan hal ini di Indonesia diadakan 

pendaftaran tanah yang dilakukan meliputi pengukuran, penetapan, pembukuan 

dan peralihan hak serta pemberian dokumen sebagai tanda bukti kepemilikan. 

Sesuai dengan Pasal 19 UUPA pendaftaran tanah bertujuan agar adanya kepastian 

hukum bagi pemilik atas hak tanahnya dan agar dapat memperoleh informasi untuk 

melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang ia miliki.  

Dalam diciptakannya manusia atas Allah SWT pada daratan muka bumi 

hakikatnya yaitu menjadi penguasa, selayaknya sebagai penguasa manusia juga 

berkewajiban untuk menjaga dan merawat apa yang telah allah ciptakan di muka 

bumi (Gao, 2021).  Islam menjunjung tinggi hak manusia untuk memiliki tanah, 

selaras dengan fitrah dan tabiatnya serta keinginannya untuk memiliki suatu bend 

(Djurfeldt, 2020)a. Dengan menjunjung tinggi hukum-hukum yang terkait dengan 

penggunaan lahan, khususnya hukum Islam, kita dapat memanfaatkan lahan sebaik-

baiknya untuk kebutuhan manusia, sehingga menjamin kebutuhan pokok masing-

masing masyarakat yang juga memberikan jaminan ditemuinya kesempatan dalam 

mencukupi keperluan pelengkapnya (Sekunder beserta yang tersier) masyarakat. 

Diterangkan untuk hukum pertanahan pada cakupan Islam bahwasanya berbagai 

hukum islam dengan memuat perihal tanah pada hubungannya melalui hak milik 

(milkiyah). Lalu pengolahan (tasarruf), beserta penyebaran (tauzi’) tanahnya.  Adanya 

pengakuan Islam mengenai kepemilikan hak atas tanah, ialah sebagai berikut: 

a. Al-Milkiyah (Hak Milik) 

Islam mengakui hak asasi manusia, meskipun hanya sebatas penerapan 

dan penggunaannya sesuai dengan ajaran Syari, atau Allah sebagai 

pemiliknya yang sah (Villén-Pérez, 2020). Konsep hak milik atau kepemilikan 

dalam Islam disebut juga al-milkiyah, berasal dari istilah Arab ماك atau يماك 

yang berarti “setiap hubungan antara manusia dengan hati yang telah disegel 

syara”, artinya manusia mempunyai kewajiban. untuk memanfaatkan dan 

merawat hati itu sesuai dengan hati nuraninya masing-masing (Hong, 2020). 

Selain itu, al-milkiyah secara etimologi diartikan sebagai “hak milik” yang 

berasal dari frasa “hak dan milik”. Terakhir, dalam Islam, dua bagian hak 

milik disebut al-Milk al-Tam dan al-Milk al-Naqis 

b. Ijarah (Hak Sewa) 

Berlandaskan atas syara’ atau yang disebut sewa menyewa sendiri yaitu 

berupa al-Ijarah, sedangkan jika ditinjau secara etimologis, kata yang yang 

berupa ijarah asalnya yaitu atas ajru dengan arti iwad ataupun berupa 

pengganti. Pada lingkup Islam melakukan sewa tanah agar dapat bertani 

melalui membayarkan uang ataupun pangan beserta lainnya yang 

dikelompokkan menjadi harta (Leonard, 2020). Pada terjadinya sewa 

menyewa terdapat manfaat pada akad yaitu berupa ma'qud alaih ataupun 

sebuah objek transaksi, serta mengakibatkan dialaminya pemindahan 

ataupun penguasaan, seperti pada transaksi dalam memindahkan hak lainya. 

Mengklaim penguasaan manfaat dalam sewa menyewa bisa beralih kepada 
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yang menyewa selepas manfaatnya ditukarkan melalui bayaran, sehingga 

pemanfaatan suatu benda dapat diserah terimakan (Bu, 2022). 

c. Muzara’ah (Hak Pakai – Hak Bagi Hasil) 

Apabila ditinjau secara etimologis definisi atas muzara’ah adalah suatu 

akad transaksi pengelolaan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, 

kesepakatan antara pemilik tanah dan pengelola tanah tersebut menyepakati 

melalui perjanjian memberikan hasil ataupun berupa bagi hasil dalam jumlah 

setengah maupun sepertiga, maupun yang jumlahnya melebihi itu ataupun 

bahkan rendah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak (Lipscomb, 

2020). Zira’ah sendiri merupakan bentuk Kerjasama antara pekerja (buruh) 

dan pemilik tanah. Dalam bab ini, kepemilikan atas tanah tetap dimiliki oleh 

pemilik tanah tersebut, akan tetapi manfaatnya dimiliki oleh pekerja yang 

dimana merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait hasil serta 

bagi hasil hasil pengelolaan hak atas tanah tersebut (H. Wang, 2021). Terdapat 

juga unsur produksi yang dimuat pada muzara’ah yaitu sebuah lahan 

pertanian, lalu ada pekerja, beserta dana. Dalam hal ini, pekerja tersebut bisa 

disebut dengan buruh, namun terkadang muzari’ bekerja dengan dibantu 

hamba sahaya yang bekerja dibawah pengawasan. 

d. Muzara’ah (Hak Pakai – Hak Bagi Hasil) 

Islam mengatur tanah terlantar dengan istilah ihya’ al-mawat (membuka 

tanah), lahan mati ataupun belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut 

dapat memberikan manfaat seperti tempat tinggal dan bercocok tanam. 

Pembukaan tanah ini bertujuan dapat membuat hidup kembali tanah yang 

dalam keadaan mati ataupun sebuah tanah kosong dimana sebelumnya 

pernah dibangun serta dikelola yang akhirnya tanah itu dimanfaatkan agar 

bisa dihuni ataupun dikelola serta yang lainnya Melakukan penghidupan 

pada tanah mati tersebut yaitu sebuah petunjuk yang diberikan Rasulullah 

Saw dengan sifat mutlak, namun tetap memperhatikan adat kebiasaan. 

Melakukan penghidupan kembali pada tanah mati berlandaskan pada 

kebiasaan yang diberlakukan bisa dialami melalui sejumlah empat langkah, 

yang berupa (R. Wang, 2020): 

i. Pemutihan beserta melakukan pengurusan berbagai macam surat 

bukti atas kepemilikan tanah; 

ii. Membersihkan lahan beserta mengelola agar dapat siap ditanamkan; 

iii. Melakukan konstruksi tembok yang berada di sekitar tanah; 

iv. Melakukan penghidupan tanah artinya mensejahterakan, 

mengolahnya maka memberi manfaat pada para insan.  

Terdapat definisi tanah mati berlandaskan atas hukum Islam yang 

ditunjukkan kepada berbagai tanah tanpa kepemilikan, apabila benar-benar 

tanah itu tanpa memiliki pemilik ataupun tanahnya memiliki jarak yang jauh 

dari perkampungan penduduk, maka tanpa ditemukan dugaan tanah itu 

memiliki pemilik ataupun penghuni (Schaub, 2021). Sedangkan, landasan atas 
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pembukaan tanah tersebut meninjau atas adat istiadatnya ataupun adat 

kebiasaan yang diberlakukan. 

e. Rahn (Hak Gadai Atas Tanah) 

Terdapat pengertian dari istilah yang memakai Bahasa Arab yaitu berupa 

gadai disebut melalui rahn ataupun dikenal melalui al-habs. Sementara itu 

dengan etimologis, rahn memiliki arti tetap ataupun Lestari, sementara untuk 

al-habs memiliki arti penahanan (B. Wang, 2020). Gadai sendiri yaitu 

perjanjian ataupun juga Akad yang mengenai pinjam meminjam melalui 

penyerahan barang dengan menjadi jaminan. Sementara itu definisi atas gadai 

pada cakupan syari’at yaitu gabungan definisi gadai yang ada pada KUHP 

serta pada Hukum Adat yang utamanya mencakup mengenai perjanjian 

berlandaskan atas syariat yaitu barang memiliki suatu nilai harta, tidaklah 

sebagai masalah bisa berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. 

Pada pelaksanaan gadai perlu dijumpai pemberi gadai serta yang 

menerima gadainya, mengenai pemberi serta yang menerima tersebut 

disyariatkan keduanya yaitu seseorang yang cakap dalam menjalankan 

sebuah hukum berlandaskan pada ketetapan syariat Islam yakni salahs 

atunya berakal dan baligh (Daniel, 2020). Terdapat juga istilah yang dipakai 

pada perjanjian gadai berlandaskan atas ketetapan syariat Islam yaitu berupa: 

i. Orang yang memiliki barang yang nantinya mengambil hutang 

ataupun penggadai dikenal lewat rahn; 

ii. Seseorang yang memberikan hutang ataupun yang menerima gadai 

dikenal melalui murtahin; 

iii. Objek ataupun sebuah barang yang dijadikan sebagai gadai dikenal 

melalui rahn. 

Kesimpulan 

Tanah adalah aspek penting bagi manusia yang memberi banyak kegunaan dan 

manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Kepemilikan hak atas tanah ada sejak dulu 

untuk menghindari sengketa pertanahan. Konsep kepemilikan hak atas tanah menurut 

hukum Adat dan hukum Islam berlaku di Indonesia untuk mengatur mengenai hak atas 

tanah yang dimiliki oleh seseorang. Konsep kepemilikan hak atas tanah dalam hukum adat 

adalah hak masyarakat adat atas tanah yang disebut hak ulayat, merupakan kewajiban dan 

wewenang masyarakat adat untuk memanfaatkan dan memelihara sumber kekayaan dan 

penghasilan di wilayah hak ulayatnya. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah untuk 

kepentingan bersama-sama dan memanfaatkannya dengan baik, sedangkan orang asing di 

luar masyarakat adat tidak berhak atas hasil dari tanah ulayat tersebut. Objek dalam hak 

ulayat yaitu tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah masyarakat 

hukum adat, sedangkan subyeknya merupakan masyarakat hukum adat baik kelompok 

ataupun individu. UUPA mengakui adanya hak ulayat apabila tanah ulayat tersebut masih 

ada keberadaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia.  
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Selain itu terdapat pula konsep kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada hukum 

Islam bahwa segala sesuatu di bumi ini salah satunya tanah merupakan milik Allah SWT, 

manusia hanya diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik mungkin. 

Sehingga apabila pemilik tanah tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik negara dapat 

bertindak agar pemilik dapat memanfaatkan tanahnya dengan baik. Namun apabila 

pemilik tetap membiarkan tanahnya kosong dengan waktu lama otomatis pemilik tersebut 

tidak lagi memiliki hak pada tanahnya. Kepemilikan tanah yang diambil oleh Negara Islam 

sesuai hukum Islam terbagi menjadi kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau umum 

dan kepemilikan negara. Islam menghargai adanya kepemilikan hak atas tanah yang 

dimiliki manusia, pengakuan Islam terhadap kepemilikan hak atas tanah yaitu Al-Milkiyah 

(Hak Milik), Ijarah (Hak Sewa), Muzara’ah (Hak Pakai – Hak Bagi Hasil), Muzara’ah (Hak 

Pakai – Hak Bagi Hasil) dan Rahn (Hak Gadai Atas Tanah). Kepemilikan tanah menurut 

Islam dapat diperoleh melalui bekerja, hadiah, warisan, hibah dan membuka lahan baru 

atau ihya’ al-mawat. 
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